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PUTUSAN
Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.BIp.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara
pihak-pihak:

Adevinia Bulo binti James Bulo, NIK 7317165103960002, umur 25 tahun, agama
Islam, pendidikan Ssekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan
tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Bolong, RT 001 RW
001, Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kab. Luwu,
selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Nadafri bin Musa, umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah lanjutan
Tingkat Atas, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan
Rusa, RT 0 RW 0, Kel. Luminda, Kecamatan Wara Utara, Kota
Palopo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2021,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor
568/Pdt.G/2021/PA.Blp, pada tanggal 05 November 2021 telah mengajukan
gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2012, Penggugat dan Tergugat telah
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melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu,
sebagaimana sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : 153/07/X/2012,
tertanggal 25 Februari 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
berpindah- pindah terkadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di
rumah orangtua Tenggugat, namun terakhir Penggugat dan Tergugat tiggal
di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bolong, Desa Bolong, Kecamatan
Walenrang Utara, Kabupaten Luwu selama (tiga) tahun 8 (delapan) bulan
dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :

2.1 Farhat Afkarzhaky bin Nadafri usia 8 tahun;
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan oleh:

3.1 Tergugat ringan tangan di mana suka memukul;
3.2 Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan

Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016, kemudian Tergugat pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga telah pisah tempat tinggal
kurang lebih 5 tahun 5 bulan lamanya;

5. Bahwa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, Penggugat
dengan Tergugat serta dari masing-masing pihak keluarga telah berusaha
bermusyawarah dan mencari jalan keluar bersama akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan
rumah tangga dengan Tergugat, karena tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga serta apabila diteruskan akan lebih banyak

madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada perkawinan
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untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas,
gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam) yang berlaku;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:
Primer
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nadafri bin Musa)

terhadap Penggugat (Adevinia Bulo binti James Bulo);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan,
Penggugat hadir sendiri mengikuti setiap persidangan sedang Tergugat tidak
pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah
untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
berdasarkan relaas panggilan nomor 568/Pdt.G/2021/PA.Blp;

Bahwa, hakim telah memeriksa identitas pihak Penggugat yang ternyata

sesuai dengan yang terdapat di dalam gugatan Penggugat;
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Bahwa hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup
rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak
berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka
proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam
persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan
bukti-bukti berupa :

a. Alat bukti surat
Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/07/X/2012, tertanggal 25
Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, telah bermaterai
cukup, distempel pos serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai
oleh Hakim selanjutnya diberi tanda bukti P;
b. Alat bukti saksi
Saksi pertama ;
Indri Pratiwi Batari binti Mangkutana Naba, umur 25 tahun, Agama Islam, pendi
dikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Salujambu Tengah,
Desa Salujambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, mengaku sebagai sepupu
tiga kali Penggugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya
mengemukakan :
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Nadafri bin
Musa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara

bergantian di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri
selama 3 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis,
namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat,
adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan
tergugat ringan tangan sehingga sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan
saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang
telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah
tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari
Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun namun tida
k berhasil;
Saksi kedua :
Nur Iriyanti Saputri binti M. Saleh, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan lbu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Belimbing, Kelurahan
Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, mengaku sebagai teman Penggugat,
dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Nadafri bin
Musa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara
bergantian di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri

selama 3 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak
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- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis,
namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat,
adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan
tergugat ringan tangan sehingga sering memukul Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkarb bahkan
pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang
telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun 5 bulan;

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah
tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari
Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun namun tida
k berhasil;

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat,
selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang
tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan
dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti
yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hakim dalam setiap persidangan telah berusaha
menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina
rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal
82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
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Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam,
telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 01
Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Tergugat tidak
pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan dan
telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil
gugatannya;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil
yang isinya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang
memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga ringan tangan
sehingga suka memukul Penggugat, akibatnya kehidupan rumah tangga Pengguga
t dan Tergugat tidak harmonis, sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekara
ng berjalan selama kurang lebih 5 tahun 5 bulan dan selama berpisah tempat
tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan
dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok
gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan tentang
ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut un
tuk menghadap dipersidangan, tidak hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan
atas gugatan Penggugat, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai
kuasa/wakilnya, sedangkan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu

alasan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;
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Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab
Tuhfatul Muhtaj Juz 10 halaman 164 yang oleh Hakim diambil alih sebagai
pendapat sendiri disebutkan:

ains al wu IS Ol sls 6 Ladl e slasll
Artinya: “memutus perkara terhadap orang (tergugat) yang tidak hadir adalah boleh
sepanjang ada bukti-bukti.”

Menimbang, bahwa terhadap ketidak hadiran Tergugat dan atau kuasanya
yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya hakim berpendapat bahwa
Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai
alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena
itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, hakim tidak mencari
mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (break down marriadge), oleh
sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka
Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa
fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (kode P) yang dibuat dan ditanda tangani oleh
pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad
nikah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu hakim menilai bukti surat
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat disebut akta
autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, sehingga berdasarkan
bukti P tersebut harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat ad

alah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2012;
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Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula bukti 2 orang saksi
yaitu Indri Pratiwi Batari binti Mangkutana Naba dan Nur Iriyanti Saputri binti
M. Saleh keduanya telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga
kebutuhan hidup Penggugat tidak terpenuhi, selain itu Tergugat juga ringan tangan
sehingga suka memukul Penggugat, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal hingga
sekarang berjalan selama 5 tahun 5 bulan dan selama berpisah tempat tinggal ters
ebut sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah
dari Tergugat;

Menimbang bahwa setelah diteliti ternyata kedua saksi tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena telah bersumpah dan
memberi keterangan satu persatu dimuka persidangan, serta didasari atas
pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil g
ugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat
dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai
pembuktian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P)
serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai
berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tang
gal 01 Oktober 2012 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama
membina rumah tangga secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan
rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, serta
Tergugat ringan tangan sehingga suka memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang
telah berjalan selama 5 tahun 5 bulan;

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah
tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari
Tergugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk damai namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, hakim
berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken
married) dan tidak harmonis, serta sudah tidak dapat dipersatukan lagi sebab diant
ara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat
jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat suka memukul
Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga
sekarang telah berjalan selama 5 tahun 5 bulan dan tidak ada saling memperdulika
n lagi serta tidak ada nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa bila keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tidak
tercipta akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena salah
satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya memenuhi kebutuhan hidup

keluarganya, apalagi suka memukul pasangannya, yang mengakibatkan pisah
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tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, maka dapat dipastikan bahwa rumah
tangga tersebut jauh dari adanya ikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin adalah salah satu unsur yang
memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga
(keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut
sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat
tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta
firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

J=zg lgdl loiSuuid 2ol pSunstil o pS) 31> Ol ailsl oo

v9sSai pgtl o LY A5 (9 Ul 40> ,9 6390 pSin
Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu
pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram
kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum

yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka
perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai jalan keluar yang tak
dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya
kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

& Lowdl cals e o afio s Laadls s
Artinya :  Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan
dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi
kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19
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huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat patut
untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka
sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam (KHI), hakim
menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan
sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai

ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara bidang perkawinan,
maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang

besarnya sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Nadafri bin Musa terhadap
Penggugat Adevinia Bulo binti James Bulo;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 202
1 bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 H, oleh Hakim Pengadilan
Agama Belopa Faisal, S.Ag., M.H., sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri
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Sapri Muchtar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Faisal, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapri Muchtar, S.H.

Perincian Biaya :
- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Rp. 50.000.00
- Panggilan Penggugat Rp. 250.000,00
- PNBP Panggilan Penggugat Rp. 10.000,0

0
- Panggilan Tergugat Rp. 300.000,00
- PNBP Panggilan Tergugat Rp. 10.000,0
0
- Biaya MeteraiRp. 10.000,00
- Biaya RedaksiRp. 10.000,00
Jumlah Rp. 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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